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ABSTRAK

Pemerintah Desa Junrejo mempunyai kewenangan untuk mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya yang
khusus terjadi di Desa Junrejo, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
pemerintahan pada tingkat paling bawah vyaitu tingkat desa. Pemerintah Desa Junrejo mengambil langkah
dengan membuat kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat Junrejo yaitu masalalah
kesejahteraan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Junrejo masih ad masyarakat dengan keadaan
miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yaitu beban pangan. Kebijakan yang diambil adalah
program bantuan makanan / lauk pauk pada masyarakat kurang mampu atau pra sejahtera dengan tujuan
meringankan beban pengeluaran pangan/lauk pauk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pedagang
sayuran lokal dan UMKM yang bermitra dengan Pemerintah Desa Junrejo sebagai penyedia lauk pauk, serta
untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan mengenai program bantuan
pangan bagi masyarakat kurang mampu dengan cara Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu. Peneliti di sini
bersandar pada metode deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis data dalam penelitian ini adalah proses
pengorganisasian data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Model interaktif dari Miles,
Huberman, dan Saldana (2014:16) digunakan untuk tujuan ini. Peneliti menguji keabsahan data Menurut Arnild,
Augina Mekarisce (2020) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi
perpanjangan pengamatan, peningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan

Pendahuluan mewujudkan aspirasi dan tujuan negara sesuai
Pemerintahan desa sebagai penyelenggara dengan peraturan perundang-undangan,
urusan pemerintahan yang berjalan pada tingkat pemerintah desa kini mempunyai kewenangan
bawah atau tingkat daerah memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah
untuk mengurusi urusan di wilayah masing- masing atau desa. Dengan membuat suatu kebijakan dan
sebagai asas desentralisasi. Oleh karena itu, pelayanan pada masyarakat untuk menyelesaikan
merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk permasalahan yang menyangkut masyarakat dan
mengatasi permasalahan yang muncul di desa dan lingkungan di tingkat desa. Tidak menutup
wilayah sekitarnya. Sesuai dengan peraturan kemungkinan jika pemerintahan dari tingkat desa
undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sampai pemerintahan pusat berjalan dengan baik
pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk dan dapat menjadi pelayan masyarakat yang bisa
mengawasi dan menguasai tanah dan urusan memberikan  kepuasan serta menyelesaikan
masyarakat, dengan tujuan membangun masyarakat permasalahan di masyarakat maka akan dapat
sukses yang dapat mewujudkan nilai-nilai dengan mudah mewujudkan cita cita bangsa dan
kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, setiap menjadikan negara menjadi negara yang maju.
permasalahan atau permasalahan masyarakat yang Menindaklanjuti Undang-Undang nomor
berada di wilayah desa harus diselesaikan oleh 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
pemerintah setempat.. Dengan membuat kebijakan yang ada di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa
untuk keiatan pelayanan pada masyarakat serta permasalahan mengenai kemiskinan di Indonesia
penye|esaian permasa|ahan yang ada. ini memang menjadi hal yang sangat serius dan
berkelanjutan. Maka kepala desa dan perangkat
U|um|yah (2013) menyatakan bahwa Desa \]UanjO mengambil Iangkah untuk
tujuan pembangunan pedesaan hendaknya menindaklanjuti permasalahan kemiskinan atau
memberdayakan masyarakat desa agar dapat pra sejahtera ini dengan menciptakan kebijakan.
meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Untuk Adapun kebijakan yang diambil yaitu program
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unggulan desa pemberian bantuan makanan pada
masyarakat yang kurang mampu untuk tiap
harinya. Program ini dicetuskan atau diciptakan
pemerintah desa junrejo pada tahun 2017 tetapi
mualai berjalan pada tahun 2018 sampai sekarang.
Yang mana Alokasi dana yang diberikan untuk
program ini bersumber pada dana APBDes.

Menurut Abdul Wahab (2005:59) dalam
Muchsin (2021) menyatakan bahwa:
“implementasi kebijakan sesungguhnya bukan
sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme
penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-
prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi
melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah
konflik,keputusandan siapa yang memperoleh apa
dari suatu kebijakan”.

Sehingga Desa Junrejo membuat kebijakan
dengan memberikan bantuan untuk penunjang
bantuan-bantuan yang sudah diberikan maka
diharap dapat iku serta untuk mengentas masalah
kemiskinan dan menjadikan masyarakat atau
keluarga yang kurang mampu menjadi sejahtera.
Dengan memberikan bantuan berupa makanan /
lauk pauk pada keluarga pra sejahtera dalam
pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga yaitu
pangan agar memperoleh gizi yang seimbang serta
mengurangi biaya keluar untuk keperluar pangan
sehari-hari. Selain itu dalam program bantuan ini
juga terdapat pemberdayaan terhadap masyarakat
sekitar sebagai umkm vyaitu penjual sayur mayur
(mlijo) sebagai mitradalam program bantuan ini.
Pemdes Junrejo bekerja sama dengan penjual
sayur untuk memberikan lauk pauk setiap harinya
sesuai harga yang sudah ditentukan didalam
kesepakatan. Maka dalam program ini tidak hanya
bantuan yang diberikanpada keluarga pra sejahtera
melainkan  juga  pemberdayaan  terhadap
masyarakat snebagai mitra penyedia.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi program bantuan
makanan pada masyarakat pra sejahtera
oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu ?
2. Bagaimana peran UMKM vyang bermitra

sebagai penyedia lauk pauk pada
pelaksanaan program bantuan  makanan
pada masyarakat pra sejahtera oleh

Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi program bantuan makanan
untuk masyarakat pra sejahtera oleh
Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis
peran UMKM pedagang sayur sebagai
mitra penyedia lauk pauk pada program
bantuan makanan pada masyarakat pra
sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo
Kota Batu.
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Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dapat digunakan untuk
mengembangkan  teori  mengenai
implementasi program, pemerintah
desa dan kebijakan.
b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai

kajian  penulis yang  memiliki
keterkaitan dan membahas pemerintah
desa dalam  mengambil sebuah

kebijakan atau program yang inovatif.
2. Manfaat Praktis

a. Memberikan manfaat penulis untuk
pemahaman dan menjelaskan
permasalahan dan mengembangkan
teori.

b. Memberikan pemahaman tentang
penyelenggaraan pemerintah
khususnya pemerintah di tingkat desa.

C. Penelitian dapat dijadikan evaluasi

dan pengembangan dalam
menentukan kebijakan atau program
mengentas kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat.

Tinjauan Pustaka
Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan pemerintahan tentu
adanya sebuah kebijakan publik untuk dijadikan
sebuah jembatan untuk mencapai tujuan dan
melayani masyarakat. Menurut Thomas R Dye
dalam Islamy (2009:19) kebijakan publik
didefinisikan sebagai “is whatever government
choose to do or not to do” (apapun yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak
dilakukan). Dapat dikatakan bahwa sebuah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat
dilakukan atau tidak sesuai dengan kondisi tertentu
dan masalah yang dialami.

Kemudian menurut Hayat dalam bukunya
yang berjudul Kebijakan Publik Evaluasi,
Reformasi dan  Formulasi (2018 : 22)
menyimpulkan bahwa

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah
yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.

2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu itu mempunyai
tujuan tertentu.

3. Kebijakan  publik ditujukan  untuk
kepentingan masyarakat
Implementasi Kebijakan
Dalam  sebuah  pelaksanaan  suatu

penyelenggaraan negara pemerintah harus dapat
menyelesaikan permasalahan ataupun untuk untuk
kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan
implementasi dari sebuah kebijakan yang sudah
dibuat. Implementasi adalah suatu rangkaian
aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut
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dapat membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295 dalam
Dunggio).

Menurut Agustino (2008:70)

mengungkapkan bahwa implementasi merupakan
suatu proses yang dinamis, dimana di dalam
pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan
sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil
yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari
kebijakan itu sendiri. Maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang
ingin dicapai yang mana sudah di awal. Guna
kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang baik dan
menguntungkan masyarakat maka perlu halnya
pemerintah mengkaji dan menyiapkan matang-
matang sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Bantuan

Bantuan merupakan barang yang dipakai
untuk membantu atau memberi pertolongan. Dapat
diartikan bahwa bantuan merupakan kegiatan
memberi pertolongan atau membantu baik dalam
bentuk barang maupun jasa. Bantuan yang
diberikan oleh pemerintah kepada warga yang
kurang mampu biasanya disebut dengan bantuan
sosial. bantuan sosial seniri diartikan sebagai
Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang
bertujuan  untuk  peningkatan  kesejahteraan
masyarakat.

Dalam pemberian bantuan sosial, baik
Pemerintah Daerah dan desa sebagai pemberi
bantuan sosial maupun  masyarakat/lembaga
kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial
mempunyai kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai
porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku
(Novita Maulida Ikmal, 2021 dalam Hasan, M. M.
(2023) hal 12). Negara memiliki kewajiban
menjamin hak-hak yang dimilki oleh warganegara.
Oleh karena itu pemerintah harus menjamin hak
warga negara yang kurang mampu dengan memberi
bantuan yang bersumber dari anggaran negara.
Bantuan diberikan kepada warga yang kurang
mampu atau pra sejahtera yang biasanya diberikan
baik dalam bentuk tunai dan non tunai.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif
kualitatif. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan
analisis penelitian ini didasarkan pada penelitian
yang dilakukan di lapangan. Metode seperti
observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi
digunakan untuk melakukan penelitian ini.
Wawancara dan observasi partisipan digunakan
untuk mengumpulkan data mengenai program

43

ISSN: 2302-8432

bantuan pangan khas Pemerintah Desa Junrejo
untuk rumah tangga berpendapatan rendah..
Penelitian  kualitatif sendiri  Menurut
Moelong (2016:6) “Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian dengan cara mendeskripsikan sedetail
mungkin berdasarkan fakta yang ada. Secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata—kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.” Dengan metode deskriptif yaitu
metode penelitian dengan menggambarkan dan
menjabarkan suatu keadaan yang objektif. Teknik

pengumpulan  data ini  dilakukan  untuk
mendeskripsikan dan menganalisis apa dan
bagaimana implementasi  kebijakan proram

bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera
oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan objek penelitian di Desa
Junrejo Kota Batu.

Teknik pengumpulan data melakukan
wawancara kepada beberapa informan yaitu pada
perangkat Pemerintah Desa Junrejo, penerima
bantuan makanan dan UMKM penjual sayur
sebagai mitra penyedia lauk pauk. Dengan
melakukan observasi dan dokumentasi dalam
melakukan penelitian sebagai penunjang hasil
penelitian. Untuk menjamin validitas data atau
keabsahan data, metode pemeriksaan atau
pengecekan ulang diperlukan. Pemeriksaan data
dapat dilakukan dengan metode triangulasi. Dalam
pengujian kredibilitasi ini, Triangulasi digunakan
untuk memeriksa data dari berbagai sumber
menggunakan pengamatan yang diperpanjang,
peningkatan ketekunan, dan Triangulasi.

Pembahasan
a. Implementasi kebijakan program bantuan
makanan pada masyarakat pra sejahtera
oleh Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu
Implementasi kebijakan program bantuan
makanan pada masyarakat pra sejahtera yang
berada di wilayah Desa Junrejo ini merupakan
program Yyang dibuat oleh Pemerintah Desa
Junrejo yang dirancang untuk menanggulangi
permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada
di Desa Junrejo.Program bantuan makanan ini
bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Menurut Smith dalam Tachjan (2006)
menyebutnya dengan istilah  “implementing
organization”, maksudnya birokrasi pemerintah
yang  mempunyai  tanggungjawab  dalam
melaksanakan kebijakan publik. Maka dari itu
pemerintah desa sebagai instansi pemerintahan
yang berada di tingkat bawah pun memiliki
kewajiban untuk melaksanakan sebuah kebijakan
publik untuk kepentingan masyarakat dan juga
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menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak
hanya melakukan pembuatan sebuah kebijakan
tetapi  juga melakukan pelayanan publik atau
masyarakat dengan baik agar dapat menjadi
pemerintahan yang good governance dan good
goverment.

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:37)
proses implementasi ada empat variabel yang perlu
diperhatikan. Implementasi kebijakan program
bantuan makanan berbasis sejalan dengan
penuturan Thomas B. Smith mengenai 4 variabel.
Hasilnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Yang Diedealkan

Mereka telah menetapkan pola interaksi
ideal dalam kebijakan yang ingin mereka capai,
dan ini dikenal sebagai kebijakan ideal.
Pemerintah Desa Junrejo telah menyusun strategi
untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan yang
muncul di Desa Junejo. Secara teori, implementasi
kebijakan adalah bagaimana kebijakan mencapai
tujuannya, sebagaimana dikemukakan Nugroho
(2006:141). Hal ini dapat dilaksanakan dengan
dua cara: baik sebagai serangkaian program atau
sebagai serangkaian kebijakan turunan yang
dibangun berdasarkan kebijakan publik yang
sudah ada.

Pelaksanaan program bantuan makanan ini
masih belum ada peraturan yang memang mengatur
tentang bantuan makanan ini tetapi mengacu pada
UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang diperkuat
dengan SK Kepala Desa Junrejo sebagai dasar
pelaksanaan serta data penerima bantuan makanan.
SK Kepala Desa ini juga untuk mencairkan dan
mengalokasikan dana untuk bantuan makanan.
Hasil penelitian yang di dapat menjelaskan bahwa
peraturan mengenai bantuan makanan ini masih
berproses atau berjenjang dengan program bantuan
lainya yang dibuat Pemerintah Desa Junrejo. Maka
untuk sementara pelaksanaan kebijakan program
bantuan makanan hanya diperkuat dengan SK
Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan.

Sebagaimana  dikemukakan  Agustino
(2008:70), implementasi kebijakan adalah suatu
proses berkelanjutan yang melibatkan pelaksanaan
kegiatan dengan tujuan akhir mencapai tujuan
kebijakan yang telah ditetapkan. Alih-alih
memberikan makanan atau lauk pauk langsung
kepada KPM (rumah tangga penerima manfaat),
voucher ditawarkan sebagai alat tukar untuk
membeli makanan atau lauk pauk untuk kebutuhan
pokok sehari-hari sebagai bagian dari kebijakan
program bantuan pangan bagi masyarakat miskin.
Jadi dalam pelaksanaan bantuan ini Desa Junrejo
memberikan kupon pada penerima bantuan bernilai
Rp.15.000 per kupon untuk per harinya. Yang
mana kupon tersebut diberikan 2 minggu sekali
pada masyarakat pra sejahtera untuk ditukarkan
makanan/lauk pauk.
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Kupon yang diberikan pada penerima
bantuan ini nantinya akan ditukarkan dan diberikan
kepada penyedia yaitu pedagang sayur (mlijo)
untuk memberikan lauk pauk senilai kupon yang
per harinya Rp.15.000. Maka kupon sebagai media
tukar penerima kepada penyedia makanan
digunakan untuk mmendapatkan bahan makanan
setiap harinya guna memenuhi kebutuhan dasar dan
memperkuat ketahan pangan masyarakat kurang
mampu atau pra sejahtera.

Lauk pauk yang ditukarkan tidak ada
kriteria khusus lauk pauk melainkan apa yang
dibutuhkan oleh penerima bantuan. Kemudian
kupon yang sudah ditukar dengan lauk pauk akan
ditukar oleh pedagang sayur ke kantor desa untuk
mendapatkan uang pengganti lauk pauk tersebut.
Maka dalam hal ini kebijakan program bantuan
makanan yang dibuat oleh Pemerintah Desa
Junrejo tidak hanya melakukan pemberdayaan pada
masyarkat pra sejahtera tetapi juga melakukan
pemberdayaan pada masyakat sekitar yaitu pelaku
usaha sayur —mayur (mlijo) yang bekerja sama
sebagai mitra penyedia lauk pauk.

b. Kelompok Sasaran

Orang-orang yang paling terkena dampak
kebijakan dan diharapkan untuk mematuhi pola
keterlibatan yang diinginkan pembuat kebijakan
disebut kelompok sasaran. Dalam implementasi
kebijakan program bantuan makanan pada
masyarakat pra sejahtera oleh Pmerintah Desa
Junrejo ini pengimplementasianya yang menjadi
kelompok sasaran yaitu masyarakat atau keluarga
pra sejahtera dalam arti masyarakat miskin yang
sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga
yaitu pangan. Maka dari itu kebijakan program
bantuan makanan dengan kelompok sasaran adalah
masyarakat pra sejahtera yang sulit untuk
memenuhi kebutuhan dasar kelurga sehari hari,
manfaat implementasianya kelompok sasaran dapat
terpenhi  kebutuhan dasar pangan dan dapat
mengurangi beban ekonomi untuk membelikan
lauk pauk untuk kebutuhan sehari-harinya.

Tabel data penerima bantuan makanan

No Jumlah Penerima Tahun
Bantuan Makanan

1 53 2020

2 53 2021

3 48 2022

4 36 2023

Sumber: Data diolah peneliti 2023
Maka dari itu kebijakan program bantuan

makanan dengan kelompok sasaran adalah
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masyarakat pra sejahtera yang sulit untuk
memenuhi kebutuhan dasar kelurga sehari hari,
manfaat implementasianya kelompok sasaran dapat
terpenhi kebutuhan dasar pangan dan dapat
mengurangi beben ekonomi untuk membelikan
lauk pauk untuk kebutuhan sehari-harinya.

Daya tahap kelompok sasaran yang
dilakukan dengan mematuhi dan menjalankan
sistem pemberian bantuan makanan sesuai dengan
yang diinginkan dalam kebijakan yang diidealkan
menjadikan  implementasi  program  bantuan
makanan berjalan baik.

c. Organisasi Pelaksana

Badan Pelaksana (Executing Agency)
adalah badan  birokrasi  pemerintah  yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
Memberikan  kontribusi  kepada  masyarakat
berpendapatan rendah melalui bantuan pangan
merupakan tujuan utama kelompok bantuan pangan
Desa Junrejo. Tanggung jawab pelaksanaan
implementasi  berada di tangan pelaksana,
sebagaimana dikemukakan Smith dalam Islamy
(2001). Siapa pun yang mengelola, melaksanakan,
dan mengawasi kebijakan di lapangan disebut
pelaksana. Ini mungkin sebuah organisasi atau
seseorang. Organisasi atau badan pelaksana dari
implementasi kebijakan program bantuan makanan
adalah Pemerintah Desa Junrejo.

Pemerintah Desa Junrejo sebagai instansi
pelaksana dan pembuat program menjadi organisasi
pelaksana dalam implementasi kebijakan program
bantuan makanan ini. Dalam pelaksanaanya tidak
hanya Pemerintah Desa sebagai pelaksana tetapi
juga melibatkan masyarakat Desa Junrejo
khususnya UMKM pedagang sayur-mayur (mlijo)
sebagai penyedia. Dengan demikian jika dilihat
dari organisasi pelaksana dalam implementasi
kebijakan program bantuan makanan adalah
Pemerintah Desa Junrejo dengan mengikutsertakan
masyarakat sekitar sebagai stakeholder khususnya
pedagang sayur-mayur (mlijo) sebagai penyedia
lauk pauk.

d. Faktor Lingkungan

Eksekusi suatu kebijakan dapat
berdampak atau dipengaruhi oleh variabel
lingkungan, yang antara lain mencakup dimensi
budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Menurut
Smith dalam Islamy (2001), permasalahan yang
timbul akibat kegagalan proses implementasi
kebijakan bisa saja bersumber dari konteks sosial,
ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau
kondusif..

Kondisi lingkungan sosial —masyarakat
Desa Junrejo yang hidup damai dan berdampingan
di lingkungan dengan masih adanya semangat
gotong rotong di masyarakat untuk berinteraksi
satu sama lain. Secara umum masyarakat Desa
Junrejo bermata pencaharian sebagai petani,
pedagang, dan wiraswasta. Lingkungan sosial
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masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai
gotong royong antar masyarakat sebagai bentuk
keperdulian antar sesama masyarakat.

Faktor atau unsur lingkungan kedua
adalah faktor ekonomi, yang mana dari hasil
wawancara dengan Kepala Desa Junrejo
menjelaskan bahwa kondisi ekonomi di Desa
Junrejo masyarakatnya masih bisa dibilang stabil.
Tetapi walaupun begitu masih ada beberapa
masyarakat yang ekonominya masih kurang
mampu atau dapat dikatana masih dalam kondisi
miskin dan pra sejahtera. Dari faktor lingkungan
ekonomi ini membuat Pemerintah Desa Junrejo
mencetuskan adanya kebijakan program bantuan
makanan pada masyarakat yang miskin atau pra
sejahtera untuk memenuhi  kebutuhan dasar
kesejahteraan pangan.

Faktor atau unsur lingkungan yang
terakhir adalah faktor politik yang mempengaruhi
dan dipengaruhi adanya implementasi kebijakan
program bantuan makanan. Faktor ini menunjukan
kekuatan kelompok-kelompok yang berwenang
dalam mempengaruhi implementasi kebijakan baik
dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya.
Pemerintah Desa Junrejo sebagai penyelenggara
pemerintahan tingkat bawah memiliki hak dan
wewenang untuk menyelesaikan persoalan dan
melakukan pemberdayaan pada masyarakat Desa
Junrejo. Maka dari itu dengan hak politik
pemerintah desa bisa melakukan sebuah trobosan
untuk membuat kebijakan bantuan makanan pada
masyarakat dan keluarga pra sejahetera untuk
diberikan bantuan lauk pauk tiap harinya guna
memenuhi kebutuhan dasar untuk meringankan
beban perekonomian masyarakat pra sejahtera
dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangan tiap
harinya.

Dengan unsur lingkungan yang
mendukung implementasi kebijakan program
bantuan makanan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi
yang mendukung dan kondusif dari faktor
lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

b. Peran UMKM pedagang sayur lokal sebagai
mitra penyedia lauk pauk dalam program
bantuan makanan pada masyarakat pra
sejahtera oleh Pemerintah Desa Junrejo
Kota Batu

Dalam kebijakan program  bantuan

makanan pada masyarakat pra sejahtera di Desa
Junrejo ini dapat dikatakan sebagai program yang
unik dan inovatif yang dibuat pemerintahan desa.
Pemerintah Desa Junrejo dalam implementasianya
sistem pelaksanaan dalam program bantuan ini
melibatkan masyarakat sekitar yaitu UMKM
pedagang sayur (mlijo) untuk ikut serta dan bekerja
sama dalam melaksanakan program bantuan
makanan pada masyarkat pra sejahtera sebagai
penyedia bahan lauk pauk. Berikut beberapa poin
diantaranya:
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a. kebijakan Yang Diidealkan

Kebijakan program yang dibuat dan
dilaksanakan ini merupakan sebuah kebijakan
program yang dibuat oleh Pemerintah Desa Junrejo
sebagai instansi pemerintah di tingkat bawah yaitu
desa. Kebijakn program yang diambil bertujuan
untuk mnyelesaikan permasalahan kemiskinan
/kesejahteraan. Yang mana dalam pelaksanaanya
melibatkan UMKM pedagang sayur (mlijo) sebagai
mitra penyedia lauk pauk untuk ikut serta dalam
kesuksesan pelaksanaan program bantuan makanan
pada masyarakat pra sejahtera.

pelaksanaan  kebijakan  program ini
kebijakan diidealkan pada pelaksaaan program
bantuan makanan ini pelaksana tidak hanya
pemerintah desa sebagai pelaksana tetapi juga
mengikutsertakan UMKM pedagang sayur sebagai
mitra penyedia lauk pauk. Maka dari itu dalam
kebijakan  program  bantuan makanan ini
pemerintah desa bekerja sama dengan UMKM
pedagang sayur untuk ikut melaksanakan kebijakan
program bantuan makanan.

Pemberdayaan dalam bantuan makanan ini
juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Junrejo
kepada pelaku usaha sayur-mayur (mlijo). Untuk
melakukan kolaborasi dengan untuk
mengimplementasikan kebijakan program bantuan
makanan. Maka dalam program ini tidak hanya
KPM (keluarga penerima manfaat) tetapi juga
memberdayakan masyarakat sekitar khususnya
UMKM pedagang sayur (mlijo) untuk bekerja
sama dan juga memberdayakan agar ada perputaran
perekonomian.

Pemerintah desa mengambil tindakan
strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
setempat dengan memberdayakan masyarakat
melalui program bantuan makanan di Desa Junrejo.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah
Desa Junrejo bekerja sama dengan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sayur lokal
untuk menerapkan program ini. Sebagai lembaga
pemerintahan tingkat desa, Pemerintah Desa
Junrejo memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakatnya.
Memberdayakan masyarakat pra sejahtera melalui
program bantuan makanan adalah salah satu
langkah  strategis yang diambil.  Melalui
wawancara, diketahui bahwa program tersebut
tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan
langsung kepada orang-orang yang membutuhkan,
tetapi juga untuk mendorong perekonomian lokal,
terutama dalam UMKM pedagang sayur.

b. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan program bantuan makanan ini
kelompok sasaran atau objek dari sasaran kebijakan
program bantuan makanan ini adalah masayarakat
pra sejahtera atau miskin Desa Junrejo.
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Akan tetapi dalam program bantuan ini
kelompok sasaran bukan hanya pada penerima
bantuan / masyarakat pra sejahtera tetapi
Pemerintah Desa Junrejo dalam pelaksanaan
program kelompok sasaran yaitu juga UMKM
pejual sayur dalam arti untuk bekerja sama sebagai
mitra penyedia lauk pauk untuk ikut dalam
melaksanakan kebijakan program bantuan makanan
pada masyarakat pra sejahtera bukan sebagai
penerima bantuan. Maka dari itu UMKM pedagang
sayur sebagai itra penyedia juga menjadi sasaran
dalam program bantuan ini tetapi untuk ikut
melaksanakan kebijakan program bantuan makanan
untuk menjadi stakeholder.

c. Organisasi Pelaksana

Peran UMKM pedagang sayur (mlijo)
dalam implementasi kebijakan program ini juga
sebagai pelaksana dalam program bantuan ini
sebagai mitra penyedia lauk pauk pada masyarakat
pra sejahtera. Maka UMKM pedangang sayur
sebagai mitra penyedia menjadi organisasi
pelaksana juga seperti pemerintah desa sebab juga
ikut dalam pelaksanaan program bantuan sebagai
stageholder  dalam  implementasi  kebijakan
program bantuan makanan pada masyarakat pra
sejahtera.

UMKM pedagang sayur dalam program
ini diundang ke kantor desa untuk ditawarkan
bekerja sama dalam pelaksanan program bantuan
sebagai penyedia. Dengan pemilihan sesuai jarak
dekat dengan masyarakat penerima bantuan. Ketika
pedagang sayur lokal ini bersedia makan akan
diberikan data KPM (keluarga penerima manfaat)
yang mengambil lauk pauk dari mereka. Yang
mana pemberian bantuan makanan melalui
pedagang sayur ini sebagai penyedia dengan
menukarkan kupon yang diberikan oleh Pemerintah
Desa Junrejo senilai Rp.15.000 per harinya untuk
satu orang. Jadi pedagang sayur ini menyediakan
lauk pauk terlebih dahulu untuk diberikan pada
penerima bantuan sesuai dengan kupon yang
ditukarkan.

Para pelaku usaha sayur-mayur (mlijo) ini
akan menukarkan kupon yang sudah didapat dari
penerima bantuan untuk di tukar dengan uang
sebagai biaya ganti pemberian bantuan makanan.
Jadi setiap dua minggu sekali UMKM pedagang
sayur yang sudah bermitra ini menukarkan kupon
dengan uang ke kantor desa. Pemberdayaan yang
dilakukan pada pedagang sayur-mayur ini
diberikan pelanggan tetap setiap harinya senilai
Rp.15.000 per orang yang nantinya akan ditukar
atau di uangkan ke pemerintah desa. Pedagang
sayur (mlijo) beranggapan kolaborasi ini sebagai
celengan mereka untuk perputaran perekonomian
penjualan untuk mendapatkan hasil pasti tiap dua
minggu sekali. Serta pedagang sayur sebagai
penyedia ikut serta dalam pelaksanaan program
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bantuan makanan yang dibuat oleh Pemerintah
Desa Junrejo.

d. Faktor Lingkungan

Eksekusi suatu kebijakan dapat
berdampak atau dipengaruhi oleh variabel
lingkungan, yang antara lain mencakup dimensi
budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Pertimbangan
lingkungan mempunyai dampak yang signifikan
terhadap kebijakan yang diterapkan.

Faktor sosial dan ekonomi sangat
mempengaruhi dengan adanya program bantuan
makanan ini. Masyarakat Desa Junrejo secara
sosial diluar penerima bantuan sebagian besar
sebagai pegawai,wiraswasta dan juga UMKM.
Dengan keadaan faktor ekonomi yang bisa dikatan
stabil, tetapi dalam program bantuan ini banyak
UMKM khusunya penjual sayur yang banyak di
berbagai wilayah RW yang bisa dibilang UMKM
mikro atau kecil maka untuk penunjang
perekonomian Pemerintah Desa Junrejo mengambil
langkah untuk pemberdayaan. Pemberdayaan
UMKM panjual sayur ini ikut diberdayakan
sebagai mitra penyedia lauk pauk untuk ikut serta
dalam pelaksanaan program bantuan makanan.
Selain itu juga dapat menjalankan perekonomian
usaha untuk perputaran uang pasti pendapatan
dalam dua minggu.

Pemerintah Desa Junrejo memiliki hak
dan wewenang politik yaitu dalam pembuatan
kebijakan program serta alur dalam pelaksanaanya.
Pemerintah Desa Junrejo membuat kebijakan
program bantuan makanan dengan bekerja sama
dengan UMKM penjual sayur sebagai stageholder
mitra penyedia lauk pauk pada masyarakat
penerima bantuan.

Dapat  disimpulkan ~ bahwa  dalam
implementasi kebijakan program bantuan makanan
pada masyarakat pra sejahtera ini Pemerintah Desa
Junrejo melakukan pemberdayaan masyarakat
sekitar khusunya UMKM pedagang sayur-mayur
(mlijo) di dalam sistem pelaksanaan kebijakan
program bantuan makanan. Yang mana mereka
sebagai penyedia ikut mensukseskan program
bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera
dengan mendapatkan pelanggan pasti dan
penghasilan pasti setiap 2 minngu sekali sebagai
perputaran roda ekonominya. Jadi jika satu orang
dalam 2 minggu pedagang sayur dalam 2 minggu
akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp.
210.000 per orangnya dalam 2 minggu bisa per
pedaganag memiliki KPM 2 sampai 3 orang. Ini
bisa menjadikan pendapatan pasti dan menjalankan
roda perputaran uang UMKM pedagang sayur
tersebut disamping mereka ikut serta mendukung
pelaksanaan program bantuan makanan oleh
Pemerintah Desa junrejo.
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Kesimpulan

Peneliti berupaya untuk memahami lebih
jauh kebijakan program bantuan makanan pada
masyarakat pra sejahtera yang dicetuskan oleh
Pemerintah Desa Junrejo Kota Batu. Studi ini
membahas implementasi  kebijakan  program
bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera di
Desa Junrejo dengan mengacu pada empat
indikator implementasi kebijakan menurut Smith
(1973) dalam Tachjan (2006:38). kebijakan
diidealkan dengan memberikan bantuan
makanan/lauk pauk pada masyarakat pra sejahtera
untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Kebijakan juga dibuat untuk pelaksanaan dengan
mengikutsertakan UMKM pejual sayur (mlijjo)
sebagai stakeholder bekerja sama menjadi mitra
penyedia lauk pauk yang diberikan pada penerima
bantuan. Maka dari itu pelaksana program ini
selain pemerintah desa juga UMKM penjual sayur
yang sudah bermitra dalam kebijakan program
bantuan makanan ini. Yang mana pemberian
bantuan diberikan pada masyarakat pra sejahtera
dengan diberikan kupon 2 minggu sekali untuk 14
hari, yang nantinya kupon tersebut ditukarkan pada
UMKM penjual sayur yang sudah bermitra dengan
nilai per kupon Rp.15.000 per harinya tiap orang
untuk mendapatkan bantuan lauk pauk sebagai
pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. UMKM
pedagang sayur juga menukarkan kupon ke kantor
desa setelah dua minggu untuk di uangkan dari
hasil pemberian lauk pauk untuk penerima bantuan
selama dua minggu.

Maka dari itu dalam implementasi
kebijakan program bantuan makanan pada
masyarakat pra sejahtera oleh Pemerintah Desa
Junrejo dapat dikatakan sebuah kebijakan program
kreatif dan inovatif. Dengan membuat trobosan
program bantuan makanan yang di dalamnya tidak
hanya memberikan bantuan pada masyarakat pra
sejahtera tetapi juga mengikutsertakan masyarakat
sejitar khusunya UMKM penjual sayur (mlijo)
untuk bekerja sama sebagai mitra penyedia lauk
pauk untuk tempat di tukarkannya kupon. Jadi
dalam kebijakan program ini selain melakukan
pemberdayaan pada masyarakat pra sejahtera juga
memberdayakan masyarakat sekitar yaitu UMKM
penjual sayur untuk perputaran ekonomi sebagai
mitra dalam pelaksanaan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian program
bantuan makanan pada masyarakat pra sejahtera
oleh  Pemerintah  Desa  Junrejo  sebagai
penyelenggara urusan pemerintah di tingkat
bawah/desa dalam kebijakan program ini untuk
terus konsisten dalam melakukan pemberian
bantuan guna menyelesaikan persoalan
kesejahteraan masyarakat di Desa Junrejo. Program
bantuan makanan ini untuk terus dilakukan agar
masyarakat pra sejahtera yang sulit memenuhi
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kebutuhan dasar keluarga bisa menjadi masyarakat
sejahtera khusunya kesejahteraan pangan.

Selain itu Pemerintah Desa Junrejo
sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan program
bantuan makanan untuk segera membuatkan
peraturan baik  Perdes atau Perkades yang
mengatur tentang kebijakan program bantuan
makanan pada masyarakat pra sejahtera karena
didalamnya sudah ada karakteristik, nominal harga
kupon dan langkah-langkah dalam pelaksanaan
kebijakan program bantuan makanan pada
masyarakat pra sejahtera.
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